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Abstrak 

Strukturp ketenagakerjaan di Indonesia yang lebih didominasip sektorp informal. Darip sekitarp 119p juta 

angkatanp kerja yangp ada sebagianp besar pekerjap atau 65,76 persenp masuk ke dalam kategori pekerjaan 

informal sedangkan sisanyap sebesar 34,24 persen adalah pekerjap di sektor formal. Nasibp para buruh 

informal ini seringkalip sangat tergantung padap majikan atau tempat perusahaan merekap bekerja. Ikatan 

hubungan pekerjaan di sektor informalp seringkali jugap hanya didasarkanp atas prinsip kepercayaanp, 

kegotong-royongan. p rumusan masalahp dalam penelitian inip 1) Bagaimana pengaturanp terhadap pekerja 

informal dalamp hukum ketenagakerjaanp di Indonesiap? dan 2) Bagaimanap penyelesaianp sengketa 

ketenagakerjaanp pada pekerja informal?. Metode pyang akanh digunakanh dalamp penelitianh inih adalahp 

metodeh kualitatifh/ypuridis normatifh. Yaknip penelitianh yangh mengacup padah normap hukumh yangp terdapath 

padah peraturanhp perundangh-undanganhp danh normah-norma hidupp yangh berkembangp di masyarakathh 

terkaith jaminanh sosial tenagahp kerja informalp. Penelitianp ini bersifath deskriptish analithis, yangp menyajikanh 

peraturanp perundang-undangan yangp berkaitan denganh teori-teorih hukum yhang menjadih objekh phenelitian. 

Hasil penelitian perlindungan hukum bagi pekerja informal agarh tidak hmenjadhi korban eksploitashi 

ekonomih yaitu antara lain : 1) Penyebarluasanhp dan/atau sosialisasihp ketentuan peraturan perundang-

pundangan yang berkaitan pdengan perlindungan pekerja informalp  yang dieksploitasi secara ekonomip 

dan/atau seksual. 2) Pemantauan,  p pelaporan, danp pemberian sanksip terhadapp orang yang melakukan 

pkegiatan eksploitasi ekonomip terhadap pekerja informalh dan 3) Pelibatanh berbagai instansih pemerintah, h 

perusahaan, h serikat pekerjah, p lembaga swadayah masyarakat dan jugah masyarakat dalamh penghapusan 

eksploitasih terhadap pekerjahp informal secarah ekonomih danh/atau seksual.h 
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Abstract 

The structurep of employment in Indonesiap is dominated byp the informalp sector. Of the approximatelyp 119 

million pexisting laborp force, mostp of thep workersp or 65.76 percentp belongp to the informalp employmentp category while 

the remainingp 34.24p percentp are formalp sectorp workers. Thep fatep of informalp workersv is often very dependent on the 

employer or the placep where the company works. The bond of employment relations in the informal sector is often also 

based solely on the principle of trust, mutual cooperation. formulationh of the problemh in this studyh 1) What is the 

regulation of informalp workers in labor law in Indonesia? and 2) How pto resolve labor disputes in informal workers? 

The methodp that will bep used in thisp research isp a qualitative / normative juridicalp method. Namelyp research that 

refersh to legal normsh contained inh legislationh and norms ofh life thath develop inh the communityh related tohp social 

securityh informal workersh. This research is analytical descriptive, which presents legislation relating to legalp theories 

that are the object of research. The results of legal protection studies for informal workers so as not tpo become victims of 

economic exploitation are among others: 1) Disseminationp and / or disseminationp of pprovisions ofp legislation relating 

to thep protectionp of economicallyp andp / or sexuallyp exploited informal workers. 2) Monitoring, reporting and imposing 

sanctions on people whop carry out economicp exploitation of informal workers andp 3) Engagement of various 

government agencies, companies, trade unions, non-governmental organizations asp well as the community in the 

elimination of economic and / or sexual exploitationp ofp informal workersp. 
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1. Latarp belakangp masalahp 

Sektor industrip merupakan sektorp yang pentingp sehingga mendapatp perhatianh 

yangh seriush baik darih pemerintahh maupun masyarakath. Industrip merupakan sektor 

yang strategisp dalamp pembangunanp nasional. Dengan majunyap sektor industri maka 

semakin memperkuat perekonomianp yang juga dapat pulap memperluas lapanganp 

pekerjaan. Luasnyap lapangan pekerjaanp otomatis dapatp menyerap tenagap kerja yang 

mampu menaikkan ppendapatanp dan kesejahteraanp masyarakat. Apalagip bangsa 

Indonesia ppada saat ini sedangpp melaksanakan pembangunan di segala bidang secarap 

berencana, menyeluruhp terpadup, terarahp bertahapp dan berkesinambungan berdasarkanh 

Pancasilah dan Undangp- Undang Dasar 1945.  

Pembangunanp dih bidangh ketenagakerjaanp sebagai bagianp dari pengembangan 

sumberp daya manusiap berperanp pentingp dalam meningkatkanp kualitasp manusia dan 

kualitasp masyarakat Indonesiap dalam rangkap mewujudkan tujuan pembangunan 

nasional. p Undang-Undangp Dasarp (UUDp) 1945p Pasal 27p,  ayat (2) yang   pmenyatakan 

bahwah "tiaph-ptiap wargah negarahp berhakh atas pekerjaanhp dan penghidupanh pyang layak 

bagi kemanusiaanh"p, memberip petunjuk tentangp hak warga negarap yang sekaligus 

memancarkanp asas keadilan danp kerakyatan. Denganp demikian, ketenagakerjaanp 

merupakanp masalah yangp amat mendasarp dalamp kehidupan bangsap Indonesia. Setiap 

upayap pembangunan p harus diarahkan p pada penciptaan p lapangan p kerja 

sehinggap setiaph wargah negarap dapath memperolehp pekerjaanh danh menempuhp 

kehidupanh yangh layakp bagih kemanusiaan.p. 

Dimasa lampau masalah pketenagakerjaan dikenal dengan istilahp perburuhan. Dalam 

masa sebelump Orde Baru kaum buruh pumumnya menjadi sasaranp perebutan pengaruh 

partai politikp, khususnya partai politikp berhaluan kiri. Pada tahunp 1947, melalui 

Penetapanp Pemerintah Nomorp 3 Tahun 1947, tentangp tugas pokok Kementrian Per-

buruhanp, permasalahan perburuhan ptelah diupayakan untuk ditanganip dengan 

menyelenggarakan urusan perlindungan tenaga buruh danp kesempatan kerja, jaminan 

sosial, perselisihan perburuhan, organisasip perburuhan, perwakilan perburuhan, 

pemberian pekerjaan dan upaya mengatasip pengangguran dan sebagainya. Namun 

perjuangan fisik mempertahankan kemerdekaan tidak memungkinkan terlaksananya 

berbagai keinginan tersebut.p. 

Berdasarkan Undang-pUndang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan 

Pasal 1 angka 2 yang pdimaksud darih tenagah kerjah adalahh “Setiaph orangh yangh mampuh 

melakukanh pekerjaanh gunah menghasilkanh barangh dan/hatauh jasah baikh untukh 

memenuhih kebutuhanh sendihri maupunh untuk masyarakath”.1 Penyerapanh tenahga kerja 

merupakanh solusi untuk menangani masalah pengangguran, yang bertujuan untuk 

memajukan perekonomian dan mengurangi ppengangguran. Tenagah kerjah yang sudah 

bekerja dapat disebut pekerja/buruh.
2

 p 

Jumlahh angkatanh pkerjah padah Februarih 2018hp sebanyak 1h33,94 jutahp orang, naikh 

2,39 hjuta orangp dibanding Februarip 2017. Sejalanp denganh ituh, Tingkath Partisipasip 

Angkatanh Kerja (TPhAK) p sebesarh 69, h20p persenh, meningkat 0,18 persen poin. p hPenduduk 

yangh bekerjahp sebanyakh 127h,07 jutahp orangh, bertambahhp 2,53h jutah orang hdibandingp 

Februarih 2017. Lapanganh ppekerjaanh yang mengalamih ppeningkatan persentase 
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penduduk yang bekerja terutamah padah Penyediaanhp Akomodasih danh Makanh Minumh 

(0ph,68 hpersen poin), Jasah Lainnya (0, p40 persen poin), dan Industrip Pengolahan (0,39 

persen poin). pSementara lapangan pekerjaanp yang mengalamip penurunan adalahp 

Pertanianp (1, h41 persenh poin)v, Konstruksihp (0,20h persen poin) h, danh Jasah Pendidikan h 

(0,16 persen poin). Sebanyakh 73,98h jutah orangph (58,22h persen) hpenduduk hbekerja pdi 

kegiatan informal, akanh tetapi hpersentasenya mhenurun sebesarh 0,13h persenh poinh 

pdibandingh Februariv 2017.3 

Indonesia selalup punya pekerjap sektor pinformal melebihih setengahh darih jumlahh 

totalh pekerjah aktifh. Halp inih mafhumh terjadih di negarah-negarap ekonomih berkembangh. 

Namun di satup sisi juga menjadi pekerjaanp besar bagi pemerintahp agar jumlah besar 

pekerja informalp tersebut terpenuhi hak-hakp dasarnya demi kesejahteraanp Karena Pasal 

28 H pUndang-Undang Dasar 1945 telah menjaminp setiap orang berhak hidup sejahtera 

dan mendapat jaminanp sosial yang memungkinkan pengembanganp dirinya secara utuh 

sebagai pmanusia yang bermartabatp.4  

Struktur ketenagakerjaanp di Indonesia yang lebihp didominasi sektor informal. Dari 

sekitar 119 juta angkatan kerja yang ada sebagian besarp pekerja atau 65,76 persen masuk 

ke dalam kategorpi pekerjaan pinformal sedangkan sisanyap sebesar 34,24p persen adalah 

pekerja di spektor formal.5 Nasib para buruh informpal ini seringkali sangpat tergantung 

pada majikapn atau tempat perusahapan mereka bekerjap. Ikatan hubungan pekerjaan di 

sektor informal seringkalip juga hanya didasarkan atas prinsipp kepercayaan, kegotong-

royongan. Pekerjap sektorh informalh memangh memilikihp risikoh tidak mendapatkanhp aspek 

perlindunganh ketenagakerjaanh psecara hhukum sepertih upahh pminimum, uangh pesangonh, 

uangh lemburh, jaminanh phari tuah, jaminan hkesehatan, hdan hsebagainya. pSedangkan 

pekerjah formalh dapath denganh mudahh untukh pmendiskusikan atauh menuntut halh 

tersebuth dengahn perusahaanh atau pengusahah dpi tempat mereka hbekerja. Dengan vtidak 

mendapatkanh aspekh perlindunganh pketenagakerjaan secarah hukum htersebut, 

pmenyebabkan pekerja informalh seringkali hhidup phdalam hketidakpastian pdan rentanh 

menjadih pengangguranh bahkanh jatuhh miskinp. 

Sektor informal identik dengan ketidakorganisiran (upnorganized), ketidakteraturan 

(unregulated), tidak pterdaftar, dan merupakan tempatp bagi mereka yang berpendidikan 

rendah dan tpidak mampu bersaing menuju pposisi pekerjaan ypang mapan di sektor 

formal. Mereka pumumnya berada dalam punit usaha berskala kecil, dengan kuantitas 

yang cukup pbanyak sehingga seringkali mengganggu pketertiban kota. Karakteristik 

lainnya padalah kepemilikan oleh individu, pmenggunakan teknologi yang sangat 

sederhana, sulitp untuk mengakses ppermodalan ke lembaga keuangan, umumnya 

memiliki produktifitas ptenaga kerja yang juga rendah serta tingkat pupah yang rendah 

pula. Seharusnya pantara pekerja formal dan informal ptidak ada perbedaan. Pekerja 

formal menghasilkan produkp berupa barang dan jasa. Pekerja informal juga 

menghasilkan pproduk atau jasa sebagaimana pditetapkan pemberi kerjap.  

Sektorh informalh memilikihp karakteristikh sepertih jumlahh punith usahah yangh banyakh 

dalamh skalah kecilh; pkepemilikan olehh individuh patau keluargah, teknologih yangh 

psederhanah danh padath tenagap kerja, htingkat pendidikanh dan ketrampilanh pyangh rendah, h 

aksesh kev lembaga hkeuanganp hdaerah, produktivitash tenagah kerjah yangh rendahh danh 
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tingkath upahv yangh jugah relatifh lebihh rendahh dibandingkanh psektorh formalh. 

Kebanyakanh pekerjah div sektorh informalh perkotaanp merupakanh migranh darip desah atauh 

daerahh lainh. Motivasihp pekerjah adalahh memperolehp pendapatanh yangh cukuph untukh 

sekedarp mempertahankanh hiduph (survivalh). Merekah tpinggal di hpemukiman kumuhh, 

dimanah pelayananh ppublikh sepertih listrik, airh bersih, ptransportasih, kesehatanh, danh 

pendidikanh pyang sangat minimh. 

Sektorp informalh memberikanh kemungkinanhp kepadah tenagah kerjah yangh berlebihh 

dih perdesaanhp untukh migrasih dariv kemiskinanh danh pengangguran. h pSektorh informal 

sangath berkaitanh denganh sektorh formalh dih perkotaan. h p Sektor formalh tergantungh padah 

sektor hinformal terputama dalamh halh inputh murahh danh penyediaanh bparang-baranhg bagi 

hpekerja dih sektor phformal. hSebaliknyah, sektorh informalh tergantungh pdarih pertumbuhanh 

di sektorh formalh. Sektorh pinformal kadang-hkadang justruh pmensubsidih sektorv formalh 

denganh menyediakanh pbarang- barang danh kebutuhanh dasarh yangh murah hbagi hppekerja 

di sektorhh hformal. p 

Penggunaan hmodal padah sektorp informalh relatifhp sedikith apabilah dibandingkanh 

denganh psektorh formalh sehinggah cukuph pdengan modalh sedikith spudah hdapat 

mempekerjakanhp orang. hDengan hmenyediakan hakses hpelatihan pdan hketrampilan, hsektor 

informalh pdapath memilikih peranh yangh yangh besarhp dalamh pengembanganh sumberh dayah 

manusiah. pSektorh informalv memunculkanhp permintaanh untukh tenagah kerjah 

semiterampilh  danh tidakp hterampil. hSektor hinformalp hbiasanya hmenggunakan hteknologi 

tepath guna hdan hmenggunakan phsumber dhaya lokalh sehinggah akan menciptakan 

pefisiensi alokasih sumberh dayah. 

Sekptor informalh sangath pentinghp artinyav dalam prosesh pembangunanh dan hproses 

modernisaspi masyarakath yangh sebagianh besarh masihhp bersifath tradisionalh atauh semih- 

tradisionalh. p Sebelumh bekerjah danv berusahah dpi sektorh formalh, tenagah kerjah pdarih 

sektorv tradisionalh berusahah danh pbekerjha terlebihh dahuluh dih sektorhp informalh. Setelahh 

memperolehh ppengetahuan, keahlianh danv pengalamanh dpi sektorh informalh, baprulah 

merekah beralihh danp mengalihkanh usahanya hke spektorh formalh yang bersifath modernh. 

Selain hitu, sektorp hinformal hpenting hartinya hbagip hnegara pberpenduduk hbesar, hdimana 

sektorhp informalh yangh bersifath padath karyah pmampuh menyeraph tenagah kerjah dalam 

hjumlah besarh. pBagih Indonesiah, keduah fungsiv psektorh informalh di hatasp hsangat hbesar 

artinyah. Selainh menghadapih pkelebihanh pendudukh, Indonesiha jugah pmenghadapih 

masalahh darih kondisih masyarakatnyah yangh masihv dipengaruhih olehh unsur-p unsur 

tradisionalv. 

Melihat kondisih pekerja sektorh informalh yangh ptelah htergambar vdi atas, hperlu 

adanyah regulasih yang hmelindungi hpekerja hinformal vsupaya memperoleh 

vkesejahteraan dan hkepastian hukum. h Seperti yang dijelaskan pada pPasal 34 angka (2) 

Undang-undang Dasar pNegara Republik Indonesia p “Negara mengembangkan spistem 

jaminanh sosial bagi hseluruah prakyat vdan memberdayakan pmasyarakat hyang lemah dan 

tidak mampu hsesuai dengan martabat hkemanusiaanp. 

Undang-Undang Nomorp 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, yang 

menyebutkan pekerja/buruh padalah setiaph orangh yangh bekerjah denganh menerimah 

upahh atau himbalan hdalam bentuk hplain, hmaka htergambar vbahwa hpengaturan 

pekerjah/buruhh yangh dimaksudh dalamvp Undangh-Undang inih hanyah merupakanh 

pekerjah/buruh hyang hbekerja hdengan menerimah upah atauh imbalan. Dalamh Undang-

Undangh inih juga hmenyebutkan bhahwa yangh disebut hpemberi kerjah adalah horang 



perseoranganh, pengusaha, h badanh hukum, h atauh badan-hbadan lainnyah yangh 

mempekerjakanh tenagah kerjah denganh membayarh upahh atauh imbalanh dalam hbentuk 

lain. Halh ini berartih pekerjah/buruh tersebuth bekerja denganh orangh lainh (phemberi kerjah) 

danh mendapatkanh upah darih hasil kerjanyah tersebut.  

Sesuai dengan htujuan nasional dalam hUndang-pUndang Dasar hNegara Republik 

Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945), hmakap akanh bisa vdimaknai bahwa hnegara 

bertanggunghp jawab untuk hmeningkatkan kesejahteraanp sehingga hhak atasp pekerjaan 

danh penghidupanp hyang hlayak adalahh jaminanhp sekaligush hak hkonstitusionalp shetiap 

wargah negarah karena denganh bekerjah akan dapath meningkatkanh kesejahteraanhp 

seseorangh, disaat pekerjah/buruh yangh dimaksud dalamh Undangh-Undang Nomor 13p 

Tahun 2013 tentang Ketenagakerjaan seringkali h menuntuth hak-haknya phberdasarkan 

Undang-hUndang tersebuth, ada anakh pbangsa inih yang jugap bekerjah tpetapih tidak 

mungkinh menuntut halh yang samah. pMereka padalah hkelompok ppekerjah yang tidak 

secarah formal bekerjah dengan perusahaanh atau pengusahah p (pemberi kerjah) sehingga 

seringkalih mereka disebuth sebagai pekerjah sektor pinformalh. 

Saath ini hmemang belump hada definisi hresmi dalam sebuahp Undang-Undang 

tentang apa dpan siapah saja yang dimaksudp denganh pekerja hinformal. p Tetapi hdengan 

melihat ataup menafsirkan definisih pekerja/hburuh pdalamh UU hKetenagakerjaanp secara 

a contrario, p makah  pekerja sektorh pinformal adalahh setiap porangh yang bekerjah bukan 

kepadah ppemberih kerja, ptetapih menerima upahh atau pimbalanh dalam pbentukh lain dari 

pihakh lainnya karenah hasil kerjanya tersebuth. pekerja sektorh pinformal adalahh mereka 

yangh berusaha padah usaha milik ppribadi atau keluargah, pusahanyah berskalah kecilh, 

seringh dibantu polehh buruh tidakh ptetap atauh pekerja yangh memiliki hhubungan 

keluarga, h serta tidakh pdiatur melaluih mekanisme pasarh yang kompetitifh layaknya 

sebuahh perusahaan. Contohh dari jenis kegiatanh pekerja sektor informalh antara lain 

pedagangh kaki lima (PKL),  h nelayan, petani, hburuh bangunan, hdan lain hsebagainya 

 Jumlah pekerja formalh saat ini phanyah mencapai 47,5 juta orangp dan bila 

dibandingkanh pekerja sektor informal hyang berjumlah sekitar 67,5h juta jiwa, maka 

persainganh untuk menjadi pekerja hsektor formal hterlihat menjadi sangat kompetitif. 

Jumlahh angkatan pkerja ypang terus hbertampbah setiap tahpun tanpa diirinpgi 

penambahan lapangan pekerjpaan semakin membuat kesempatan menjadi pekerja 

formal menjadi sulit. Menurutp Survei Angkatan Kerja pNasional pada Februpari 2017, 

masyarakat Indonesia yang bekerja pada sektor informal berada pada angka 63 juta 

orang, atau sekitar 51 persenp dari total pangkatan kerja npasional. Direktur Perluasan 

Kepesertaan dan Hubunganp Antar Lembaga Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) 

Ketenagakerjaan, p Ilyas Lubis, mengatakan dari sekitar 63 juta orang yang bekerja di 

sektor informal ptersebut, baru sekitar 1,4 juta orang yang aktif dalam program Jaminan 

Sosial pKetenagakerjaan (JSK). Jumlah ini tentu saja sangat kecil jika dibandingkan 

dengan p24 juta peserta aktif dpari sektor formal maupun total pekerja sektorp informal. 

Salah satu permasalahan yang dialami oleh pekerja informal adalaph minimnya 

pengetahupan mengenapi asuransi terutama, p soal perbedaan antara tabungapn, asuransi 

pendidikanp, asuransi kesehatan, maupun aspuransi ketenagakerjaan. pTanpa pengetahuan 

yang mendpalam (cara mendaftar, proses pembayaran, dapn keuntungan), asuransi akan 

dinilai sepbagai beban jumlah pengeluaran per bulan, apalagi bagpi pekerja informal yang 

penghasilannya ptidak tetap sehingga mereka harus selalu beprhati-hati dalam 

mengeluarkan uang. pPadahal biaya yang dikeluarkan untuk menanggung onpgkos 



rumah sakit jika terjadi kecelakaan pkerja akan jauh lebih mahal jikva tidak ada asuransi.  

Minimnya literasip perlindungan finansial dikarenakapn sulitnya mencpapai para 

pekerja informal yang tidak pberada dalam satu naungan dpan mekanisme komunikasi 

seperti pekerja perusahaan patau pegawai pemerintah dpi sektor formal. Parap pekerja 

informal akhirnyap harus bergantung dengan informasiv yang beredar di lingkungan 

kerja/tempat tpinggal maupun informasi yang mereka dappatkan dari konsumsi media 

sehari-hari. Banyaknya peprmasalahan upah yang tidak sesuvai dengan jam kerja serta 

tidak adanya perlindpungan keselamatan kerja dikarenakan ptidak adanya regulasi untuk 

melindungi papra pekerja informapl. 

2. Rpumusan pmasalah 

Perlindungan Menurut Kamups Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah” ptempat 

berlindung hal (perbuatan dsb) pmemperlindungi”. Menurut Sungkono, pSH MS pada 

dasarnya phukum merupakan perlengkapanp masyarakat untukp menjamin agar 

kebutuhan-kebutuhanp dalam masyarakat dapat dipenuhi secara teratur agar tujuan-

tujuan kebijpaksanaan publik dapath terwujud di dalamh masyarakat. Jadih yang dimaksud 

Perlindunganh pHukum adalah tempat hberlindung bagi masyarakath dapat dipenuhi 

untukh menjamin hak-haknyah dan menjamipn kesamaanh kesempatan dan perlakuan 

tanpa diskriminasiv untuk mewujudkan hkesejahteraan sehingga htercapai kedamaiaan di 

dalamh masyarakat.p 

Undang-Undang Dasar 1945 Amandemen ke empat Pasal 1 ayat (3) yang berisi : 

Negara Indopnesia adalah Negara hukum, maka sudah sewajarnya Negara Republik 

Indonesia menjunjung tpinggi hukum dan memberikan rasa keadvilan bagi seluruh 

warganya pkhususnya bagi mereka yang mevmbutuhkan perlinduvngan hokum. 

Berdasarkan Pasapl 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 amandemen ke emppat 

tersebut di atasp, maka seluruh warga Negara Indonesiap berhak mendapat perlindunganp 

hukum.v Mereka yang berhak mendapatkan perlindunganp hukum tidak hanya korban 

saja tapi juga ppelaku kejahatan agar terhindarp dari tindakan main hakim sendiri (eigen 

reichting) pdari masyarakat sehingga pkesejahteraan umumh dapat htercapaip.  

Sudahh lazim huntuk diketahuih bahwap suatuh negarap hakan terjadih suatu hubungan 

timbalh balikp antara wargah negaranyah psendirih. Dalamh halh tersebuthp akan melahhirkan 

suatuh hakh danh kewajibanhp satuh samah lainh. Perlindunganp hukumh akan hmenjadi hpak 

tiaph wargah negaranyah. Dalamp kamush besarh Bahash Indonesia hPerlindungan bperasal 

darih katah lindungh yang memilpiki arti hmengayomi, mencegahh, pmempertahankanh, pdan 

membentengih. Sedangkanh Perlindunganhp berartih konservasih, pemeliharaanh, penjagaanp, 

asilunh, danh bunkerh. Beberapahp unsurh katav Perlindunganh : 1) hmelindungi: mpenutupi 

supaya htidak terlihath/tampapk, menjagah, memeliharah, merawath, menyelamatkanh ; 2) 

Perlindunganh: proses, carah, perbuatan tempatv berlindung, hal (hperbuatan) 

pmemperlindungih (menjadikanh atau pmenyebabkanh berlindung) ; 3) Pelindungh: orang 

yangh melipndungi, alath untuk melindungih ; p4) Terlindungh: tertutupp olehh sesuatuh 

hingga ptidakh kelihatan ; 5) Lindunganh: yang pdilindungi, vtempat berlindung, 

pperbuatanh ; 6) Mepmperlindungih: menjadikanh patau menyebabkanh berlindungh ; 7p) 

Melindungkanh: membuat dirih terlindungiv 

Perlindunganh hukum adalah suatuv perlindunganh yang diberikanh kepada hsubyek 

phukum ke dalam bentukh perangkath baik yangv pbersifat preventihf maupun yang bersifat 

represifh, baik yang lisapn maupun yang tertulis. hDengan kapta lain dapat dikatakan 

bahwah perlindungan vhukum sebagai suatu gambaranh tersvendiri dari fungsih hukum 



ivtu sendiri, yang memilikip konseph bahwa hukum hmembperikan suatu keadilan, 

ketertibanh, kepastian, p kemanfaatanh dan kedamaianh. p  

Tenaga kerjah merupakan pendudukh yang beradah dpalam usia kerja. Menurut 

Undang - Undang pNomor 13 tahun 2003 Bab pI pasal 1 ayat 2 disebutkan bahwap tenaga 

kerja adalah setiapp orangh yang mampuh melakukanp pekerjaanh gunah menghasilkanh 

barangh dan ataup jasah baik untukh memenuhih kebutuhanh sendiri maupunh untuk 

masyarakath
5. Secara gparis besar hpenduduk suatu negara hdibedakan hmenjadi dua 

kelompokh, yaitu tenagah kerja dan bukpan tenagah kperja 

Tenagah  kerjah   adalahh pendudpukp   yangh sudah atauh sedang pbekerjav, yang 

sedang mencarih pekerjaan, p dan yangh melavksanakanp kegiatanh lainp sepertih bersekolahp 

dan mengurush rumah ptangga. hSecara praksips pengertian htenaga kerja dan hbukan tenaga 

kerjah menurut dia hanyah dibedakan olehh batas humur. 

Jadih yangh dimaksudh denganh tenagah kerjah yaituh individuh yangh sedangh  mencari 

atauh sudah hmelakukan hpekerjaan yang hmenghasilkan barang hatau jasa hyang hsudah 

memenuhih persyaratan ataupun hbatasan usia hyang telah hditetapkan holeh Undang-

Undang yang bertujuanh untuk memperolehv hasil atau upah untukh kebutuhan hhidup 

seharih-hari.6 

Berdasarkan pemaparan di atas, permasalahan yang akan dikaji dan dianalisis, 

yakni : 1) Bagaimana pengaturan terhadap pekerja informal dalam hukum 

ketenagakerjaan di Indonesia? dan 2) Bagaimana penyelesaian sengketa ketenagakerjaan 

pada pekerja informal? 

3. Metode penelitianp 

Metodeh penelitianh adalahv proses, hprinsip, hdan prosedurh yangh digunakanh untukh 

mendekatih persoalanh dan hmencari hjawaban-jawabanh.7 Metodeh yang akanh digunakanh 

dalamp penelitianh ini adalahh metode hkualitatif/hyuridis normatifh. Yaknih penelitianh yang 

mengacuh pada norma hhukum yang hterdapat vpada peraturan hperundang-hundangan 

dan hnorma-hnorma hhidup hyang hberkembang hdi masyarakat hterkait hjaminan hsosial 

tenagah kerja hinformal. hPenelitian hyuridis hnormatif hmembahas hdoktrin-doktrin hdan 

asas-hasas vdalam hilmu hhukum. 

Penelitianh ini bersifath deskriptihs analitihs, yangh menyajikanh peraturanv 

perundangh-undangan yangh berkaitanv denganh teorih-teorip hukumh yang hmenjadip hobjek 

penelitianh. Pendekatanh pini terutamah hendakh melihathp sinkronisasih hukump positifh yangh 

telahh tertulis. Halh inihp dilakukanh melaluihpp duah faktorh, p yaituh (a) vertikalh, pdan (bh) 

horizontalp. Vpertikal dalamh artip sesuaih hirarkivp perundang-hundang danp horizontalpp 

dalamh arti keseuaiannyah dengan perundangpp-undangan yangh berkedudukanp shederajat. 

Selainh pitu, ppeneliti akan hmemperluas sinkronisasi hini dengan athuran-aturan iyang 

mengikath serta kajian-kajian hilmiah yang relevan dengan hperlindungan hokum pekerja 

informal. 8v 

Pengumpulkan datahp dalam penelitianh ini menggunakanh meptode studi 

kepustakaanh (librharyp researchh). Yaitu dvengan menemukanh dan mengambilh data di 

perpustakaanp yangh berhubunganp denganh permasalahanh pjaminanh sosial pekerja 

informal. p Selain kajianp padah ranah perundangh-undanganp termasuk hperjanjian 
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internasional, penelitiv juga mengambil beberapa pendapat dan kajianp non-hukum yang 

relevan dengan penelitian pini seperti ekonomi dan sejarah. p Semua data tersebut 

kemudian disatukahn untuk mpelihat secara komprehensif hpersoalan jaminan 

perlindungan hhokum pekerja informpal di Indonesia. 

Data-data yang berhasil hdihimpun dianalisips untuk menarik kesimpulanh dengan 

mehtode analisis kualitatif. Analisish ini lebih mendeskripsikanh secara menyeluruhh terkait 

pengertian-hpengertian dasar dari shistim hukum dalapm peraturan perundangh-undangan 

terkait jaminanh sosial pekerja informalh. Bertolakh pada aturan hperundang-undangan, 

datah yang telah dihimpunh, metode, dan hkerangka teori hsebagai penjelas peneliti 

menarikv kesimpulan guna menjawab hpersoalan perlindungan hukumh pekerja informal 

di Indonesiav. 
9
 

4. Pembahasanp 

Sektor hinformal adalah semua bhisnisp komersial dan non-komersialp (atau aktivitas 

ekonomi) yang tidak terdaftar, ypang tidak memiliki struktur organisasi formalp dan 

secara umum memiliki ciri-ciri: dimiliki oleh keluarga, kegiatan berskala kecil, padat 

karya, menggunakan teknologi yang diadaptasi dan bergantung pada sumberv daya 

local (Kementrian Tenaga Kerja dan Transmigrasi). Sektor informal perkotaanp adalah 

mereka para pekerja di sektor informal yang berada di wilayah perkotaanp. 

Munculnya sektorp informal di kota tidakhp terlepas dari latarv belakangh sejarahh 

perekonomianh tradisionalhp yaitu perekonomianv perdesaan yang hsebagian besar 

didasarkanh pada struktur pertanianhp dengan pola bercocokh tanam psederhana. h Oleh 

karena rendahnyahp upah tenaga kerjah di sektorp pertanianh dan semakinp langkanya 

lahan-hlahan pertanianp dih perdesaan, makah banyakp tenagah kerja yang memilihh alternatif 

lain untukh urbanisasip dan bekerjah di sektor nonh pertanian. Dalam hphubungan ini 

ternyatah sebagian pbesarh angkatan kerja hterserap ppada sektorh informalp. 

Angkatanh kerja merupakanh bagianh dpari tenaga kerja yangh mencpakup pendudukh 

yang sudahh patau sedang bekerjahp, yangh sedangh mencari pekerjaanh pdan yang melakukan 

hkegiatan lain pseperti bersekolahh dan mengurusp rumah tanggah. Dengan demikianh tidak 

semuah penduduk pdapat dikategorikanh sebagaip tenaga kerja, sebabhp diantara penduduk 

tersebuth ada pyang kurang mampu memproduksiph barangh atauhp jasah misalnyah anak- 

anak di bawah hpusia kerjah, danh orang pyangv lanjut usihap atau hjompo. 

Secarah ppraktis pengertianhp tenagah kerjah biasanyahp hanya dilihathp dari segi umur 

denganh memperhatikanp batashp umurh sehinggah kemudianp dapath ditentukanh golonganh 

tenagah kperja dan golonganhp bukanh tenagah kperja. Dih tiaph-tiap negarap batash umur 

tenagah kerja ini tidakp sama. Dengan memperhatikanp hal ptersebut, keseluruhan 

penduduk apabila pdilihat dari sudut ketenagakerjaanp secara garis besar dapatp dibagi 

menjadi hdua yaitu: pendudukph usia kerjah (pwohrking ageh populationp) danh pendudukh dih 

luarh usiah kerjah (nonh workingp age populationh). Yangh menjadih pertanyaanhp adalahh apakahh 

semuah tenaga kerjah berpartisipasih aktif dalamh pekerjaanh. p Secarah ekonomish tidak 

semuah tenaga kerjah tperlibat dalamh pekerjaanhp atau kegiatanh prodpuktif. Hanyah sebagianh 

darih merekah yang sesungguhnyahp terlibat, phsedangkan sebagianh lainnyah tidakph terlibat. 

Merekahp yang tidak terlibath pdalam kegiatanh yang produktifhp disebut bukanh pangkatahn 

kerjah (non in the labhour force) p. Sedangkanh merekah yang hpterlibat dalamh pekerjaanh atauhp 

usahah produktifh disebuth angkatanh kerjahp (hlabour force). 
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Angkatanh kerjah terdirih darih golongan hyang pbekerja dhan golonganh yangh sedangh 

mencari hkerja atpau hmenganggur. hGolonganp yhang hbekerja vadalah orang-oranpg yang 

sudah haktif dalam hkegiatannya yaitu hdalam proses hprodukpsi guna menghasilkanh 

barangh atau jasa. p hSedangkan hgolonganp hyang hsedang hmencarip hkerja hadalah horang 

hyang menawarkan hpjasa htenaga hatau hppikiran huntuk hproses hpproduksi hguna 

hmenghasilkan hbarang hatau hpjasah. hJumlah horang hyhang hdapat hterserap hdhalam suatu 

pekerjaanh tergantung hdhari hbesarnya hperminvtaan h (demand) hdalam hmasyarakath. hBesarp 

kecilnya hpermintaan htenaga hpkerjap hdipengaruhi hantara hphlhain holeh hahktivitas hpekonomi 

maupunh tingkat hupah. Permintaan htenaga kerjap ini hdapat pdatang hdari sektor hformal 

maupunh sektor hinformal. hBeberapap hkarakteristikp tersebut dapat hmempengaruhip 

permintaan hmaupun hpenawaran angkatanp kerja uhntuk masuk hpkerja h (terseraph) oleh 

hsektor informalp 

Transformasi struktural dalam ppasar kerja Indonesia, terutama dari sudut pandang 

status pekerjaan. p Sebelum terjadinya krisis finansialp tahun 1997, Indonesia berada 

pdalam jalur yang nyata dengan pmenurunnya sektor informal danp meningkatnya sektor 

ketenagakerjaan formal. Namun, trenh ini berbalikh arah sebagaih pdampakh darih krisis. 

Sebenarnyah,sangat jelas hinggah tahun 2018 adah tren balik dalam hproporsi tehnaga kherja 

formalh dan informalh. Dalam limah tahun terakhirh, proporsih tersebuth tetap sama. Secara 

garish besar, penyerapan htenaga kerja dalam hsektor formal hmeliputi shekitar 3h0 persen 

darih pekerja, di mana 70h persen lainnya hmasuk ke dalam hekonomi hinformal 

pSektorh informalh hwalaupun hdidominasi holeh hkaum hpria htetapi hjuga hmampu 

hmenyerap hpekerja hkaum hpperempuanh. hPerempuan hterlibatp hdalam hekonomi hinformal 

hsebagai hhasil hdari hperan hmereka hpdalam hmerawat hanak hdan hmelakukan hpekerjaanp 

hrumah htanggah. hAnggapan hbahwap hperempuan hIpndonesia hyang hbekerja hdi hsektorp 

hinformal hadalah hkaum hperempuan hpyang htidak hmemiliki hpeluangp hlainh, hberpendidikan 

hpaling hrendah hdanp hberpenghasilanp hpaling hminimh. hp h 

hKebperadaanp hsektor hinformal hperkotaanp hdalam hsuatu htatanan hperekonomian 

hsuatu hwilayah hkarena hpsektor hini htelahp hterbukti hlebih htahan hpterhadap hresesi hekonomi 

hdibandingkanp hdengan husahah-husahap hyang hberskalap hbesar hp h (hBh. hJh. Habibie ). hSektor 

hinformal htelah hmenyelamatkan hpketenagakerjaan hdi hkotah-hkotap hbesar hdi hIndonesia 

hdengan hmenyerap hpbanyak htenagap hkerja hdan hmemberikan hptambahan hhppendapatan 

pbagi pelakunya. p  Sisi positifnya juga dirasakan ditempat pasal mereka, karena para 

pelaku sektor ipnformal perkotaan umumnya mengiripm uang ke desa minimal psekali 

setahun. Pengipriman uang tersebut mampu mepnambah dinamika kehidupan hpekonomi 

hwilayah hpedesaanh. hSekaplipun hdilihat hdari hsegi hproduksip hsektor hinformal hsecarap 

hekonomi hkurang hmenguntungkanh, htetapi hternyata hdapat hmenunjang kehidupan dari 

sebagian besar penduduk perkotaan yang terbelenggu kemiskinan 

Sekalipun dilihat dari segi produksi sektor hinformal hsecara hekonomi hkurang 

hmenguntungkanh, htetapi hternyata hdapat hmenunjang hkehidupan hdarpi hsebagian hbesar 

hpendupduk hperkotaan hyangp hterbelenggu hkemiskinanh. hpSektor hInformal hperkotaan 

hsangat hpberpengaruh hdalam hperekonomian hsuatu hkota hterutama hdalam hbidang 

hpenyerapan htenaga hkerja hdan pendapatan masyarakat. Dimana Sektor informal telah 

memberikan andil ± 65% dalam penyerapan tenaga kerja10. Sehingga sektor informal 

dapat hdijadikan hsolusip halternative hterhadap hpeningkatanp pengangguran saat 
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tperjadinya kondisi Excess supply opf labor (kelebihan penawaran tenaga kerja). Halp 

ptersebut secara nyata terbukti saat krisisp melanda negara Indonesipa tahun 1997, sektor 

informal terbukti mampu menunjukkan ketangguhan dan mampu menjadi peredam 

(buffer) gejolak di pasar kerja perkotaan dengan menampung limpahan pjutaan buruh 

korban pemutusan hubungan kerja (PHK) di sektor formal. 

hKeberadaanp sektor hinformal hmembuat hangka hpengangguran hdan hkemiskinan 

htidak hmeledak hsedahsyat hyang hditakutkanh. hPascakrisish, hsektor hinformal hkembali 

hmenjadi hkatup hpengamanp hdi htengah hketidakmampuan hpemerintah hdan hsektor hformal 

hmenyediakan lapangan kerja. Dalam enam tahun hpterakhirh, hnyaris htak hada htambahan 

hlapangan hkerja baru di sektor pformal, yang hterjadi hjustru hpenciutanh. hMenurut hdata 

hBadan hPusat hstatistik h (hBPSh), hsektor hvinformal hmenyerap h70 hpersen hangkatan hkerja 

hyang hbekerja hdewasa hinih, hsementara hsektor hformal hanya 30 persen. Sektor informal 

yang diwakili usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) menyumbang 55h, h8 hpersen 

produk domestik bruto (PDB) tahun h2005 hdan h19 hpersen hdari htotal hekspor hSecara 

global, Sektor informal di negara-negara berkembang juga memberip kontribusi kepada 

GDPp sebesar 20% hingga 70%. 

Kekuatanp hSektor hinformalp hanatara hlainh: h1h) hMemilikip hDaya htahanh, hselama hkrisis 

hekonomih, pterbukti sektor pinformal tidak hanya dapatp bertahan, p bahkan berkembang 

pesat. Dari psisi permintaan, akibatp krisis ekonomip pendapatan riil rata-rata masyarakat 

turun drastisp dan terjadi pergeseran ppermintaan masyarakat, dari vbarang-barang 

sektor formalp atau impor (hyangp hharganya hrelatif hmahalh) hp hke hbarangh-hbarangp 

hsederhana hbuatan hspektor hinformal h (hyang hharganya hrelatif hpmurahh). Misalnyah, 

hsebelum hkrisis hterjadih, hbanyakp hpegawaih-pegawai kantoran, p mulai dari kelas menengah 

hingga tinggi makan siang di restoran-repstoran mahal di luar kantor. Di mapsa krisis 

banyak dari mereka merubah kebpiasaan dari makan siang di tempat yang mahapl ke 

rumah-rumah makan sederhana patau warung-warung murah di sekitarp kantor mereka 

Dari sisi penawaran, akibat banyakp orang di-PHK-kanp  di sektor formal selamap masa 

krisis, ditambah lagi dengan sulitnyap angkatan kerja baru mendapat pekerjaan di sektor 

formal, p maka hsuplai tenaga hkerjap hdan hpengusaha hke hsektor hinformal hmeningkath. 

hSelain hituh, hrelatif hkuatnya hdaya htahan hsektor hinformal hselama hkrisish, hjuga hdijelaskan 

holeh htingginya hmotivasi hpengusaha hdi hsektor htersebut hdalam  mempertahankan 

pkelangsungan usahanya. Bagi hbanyak hpelakuph, husaha hdi hsektor hinformal hmerupakan 

hsatuh-hsatunyap hsumber hpenghasilan hmerekah, hsehinggap hberbeda pdengan hrekan hpmerekap 

di sektor formalh, pengusaha-hpengusaha hdi psektor hinformal hsangat hadaptif hmenghadapi 

hperubahan hsituasi hdalam hlingkunganp husaha hmerekah, 2) bersifat hpadat hkapryah, 

hDibandingkan hdengan hsektor hformalh, khususnyap husaha hskala hbesar, hsektor hinformal 

pada hpumumnya adalah husaha hskala hkecil hbersifatp hpadat hkaryah. hHal hinpi hsesuai hdengan 

hkondisi hpdi hIndonesia hyang hmemiliki hpersediaanv htenaga hkerja hyang hsangat hbanyakh, 

hwalaupun hakibatnya hupah htenaga hkerja hmenjadi hvrelatif hlebih hmurah hjika 

hdibandingkan hdi hnegarah-hnegara hlain hyang hjumlah hpenduduknyap hyang hlebih hsedikit 

dari Indonesia. Dengan asumsi faktor-faktor lain mendukung p (seperti kualitas produk 

yang dibuat baik dan tingkat efisiensi usaha serta produktivitasv pekerja tinggi), maka 

upah murah merupakan salah satu hkeunggulan hkomparatif hvyang hdimiliki husaha hkecil 

hdi hpIndonesiah. h3h) hKeahlian hKhusus h (hTradisionalh), hApabilap hdilihat hdari hjenis-jenisp 

produk yang dibuat di oleh industri kecilp dan hindustri hrumah htangga hdi hIndonesiah, 

hdapat hdikatakan hbahwa hprodukh-hproduk hvyang hdihasilkan humumnya hsederhana hdan 



htidak hmembutuhkan hpendidikanv hformalh, htpetapi hmembutuhkan hkeahlian hkhusus h 

(htraditional skill). Disinilah pkeunggulan lain sektor informal, p yang dapapt  membuat 

merekap bertahan walaupun pterdapat persaingan yang ketat darip sektor formalh, 

htermasuk himpor hyang hsangat htinggih. hKeahlian hkhusus htersebut hbiasanya hpdimiliki 

hpekerja hatau hpengusaha hsecara hturun htemurun, 4) Permodalan, Kebanyakanp pengusaha 

di sektor informal menggantungkan hdiri hpada uang (tabungan) sendiri, pataup dana 

pinjaman dari sumber-sumber informal (di hluar hsektor hperbankanh/hpkeuanganh) huntuk 

kebutuhan modal kerja dan investasi mereka, walaupun banyakp juga pengusaha- 

pengusaha kecil yang memakai fasilitas-fasilitas kredit khusus dari hppemerintahh. hSelain 

hituph, hinvestasi hpdi hsektor hinformal hpratah- hratap hjauh hlebih hrendah hdaripadap hinvestasi 

hpyang hdibutuhkanp hsektor hformalh. hTentuh, hbesarnya hinvestasi hbervariasip hmenurut hjenisp 

hkegiatan hdan skalap usaha. 

Setiap orang berhakp untuk memajukan pdirinya dalam memperjuangkan haknya 

secarakolektipf untuk membangun masyarakat, hbangsah, hdan hnegaranyah. hh5h) hPasal h28 hD h 

(Perubahan); p a) Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminahn, hperlindunganh, dan 

kepastian hhukum hyang adil hserta hperlakuan hyang hsama hdi hhadapan hhukumh. hb) hSetiap 

orang hberhak hhuntuk hhbekerja hserta hhmendapatkan imbalan dan perlakuan yang adil dan 

layak hubungan kerja. 6) Pasal h28 hE h (hPerubahanh) Ayat 3; Setiap orang berhak atas 

kebebasan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat. 7h) hPasal h28 H 

(Perubahan) a) Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, 

dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak hmemperoleh 

hpelayananp hkesehatanh. hb) Setiap porang berhak atas pjaminan sosial yang memungkinkan 

pengembangan pdirinya secarap utuh sebagai manusia yang bermartabatp. 

UU 21 Tahun h2000ph, h (Serikat Pekerja/Serikat Buruh) Ppenjelasan Umum 1) Ayat 1 

Pekerja/Buruh sebagai hwarga hnegara hhmempunyai hpersamaan hvdalam hhukumh, hhak 

untuk mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak, p mengeluarkan pendapat, 

berkumpul dalam horganisasih, hserta hmendirikan hdanp hmenjadi hanggota hserikat 

hpekerjah/hserikat hburuhh. h2) Ayat 2 Hak menjadi anggotap serikat pekerja/serikat buruh 

merupakan hak asasi pekerja/buruh yang telahp dijamin didalam pasal 28 Undang- 

Undang Dasar Untuk mewujudkan hhak htersebuth, hp hkepada hsetiap hpekerjah/hburuh hharus 

hdiberikan kesempatan yang seluasluasnyap mendirikan dan menjadi hanggota hserikat 

hpekerjah/hserikat hburuhh. hSerikat hpekerja/pserikat buruh berfungsi sebagai sarana untuk 

memperjuangkan, melindungi, danp membela kepentingan dan meningkatkan 

kesejahteraan pekerja/hburuh hdanp hkeluarganyah. hDalam hhmenggunakan hhak htersebut 

hpekerjah/hburuh hdituntutp hpbertanggung hjawab huntuk hmenjamin hkepentingan hyang 

hlebih hluas yaitu kepentinganp bangsa dan negara. Oleh karena itu, penggunaan hak 

tersebut dilaksanakan dalamp kerangka hubungan industrial yang harmonis, dinamis, 

hdan hberkeadilanph. 

Keberadaanp dan kelangsungan kegiatan hsektor hinformal hdalam hsistem ekonomi 

berperan cukupp penting dalam pengembangan masyarakat dan pembangunan hnasional. 

Setidaknya, vketika program hpembangunan hkurang hmampu hmenyediakan hpeluang 

hkerja hbagi hangkatan hpkerja, sektor informalv dengan segala kekurangannya mampu 

berperan sebagai penampung dan alternatifp peluang kerja bagi para pencari kerja. 

Ketidakmampuan pembangunan pmenyediakan peluang kerja, untuk hsementara hdapat 

hdiredam hkarena  htersedia hppeluang hkerja hdi hsektor hinformalh. hSektor hinformal 

hmeskipun htanpa hdukunganp hfasilitasp hsepenuhnya hdari hnegarah, hdapat hberperan hsebagai 



hpenyedia hbarang hhdan hjasap hmurah huntuk hmendukung hkelangsungan hhidup hpara 

hpekerja husaha hskala hbesarh. hBahkanh, hp hketika hperekonomian hnasional mengalami 

kemunduran akibat resesi, sektor informalp mampu bertahan tanpa membebani ekonomi 

nasional, sehingga roda hperekonomianp hmasyarakat htetap hbertahanh. hPeran hsektor 

hinformal hini htelah hberlangsung hsejak hlama hdalam hpasang hsurut hperkembangan 

hmasyarakat hdan hdinamika hperkembangan hekonomip 

pSampai saat ini, pengertian sektor informal sering dikaitkan dengan ciri-ciri utama 

hpengusaha hdan hpelaku sektor informal, antara lain: kegiatan usaha bermodal utama 

pada kemandirian rakyat, memanfaatkan teknologi sederhana, pekerjanya terutama 

berasal dari tenaga hkerja hkeluarga htanpa hupahh, hbahan hbaku husaha hkebanyakan 

hmemanfaatkan hsumber hdaya hlokalh, hsebagian hbesar hhmelayani hkebutuhan hrakyat hkelas 

hmenengah hke hbawahh, hpendidikan hdan hkualitas hsumber hdaya hpelaku hhtergolong 

rendahh. 

hDi hpsatu hsisi hsektor hinformalp hjuga hmasihp hmemegang hperanan hpenting 

hmenampung hangkatan hkerjah, hterutama hhangkatan hkerja hmuda hyang hmasih hbelum 

hberpengalaman hatau hangkatan hkerja yang pertama kali masuk pasar kerja. p Keadaan ini 

berdampak positif dalam mengurangi tingkat pengangguran terbuka. Tetapi di sisi lain, 

sektor informal menunjukkan gejala htingkat hproduktivitas hyang hrendahh, hkarena hmasih 

hhmenggunakan alat-alat tradisional dengan tingkat pendidikan dan keterampilan yang 

relatif prendah. 

Hampirp seluruh kegiatanp sektor informalp di kota diatur dengan berbagai 

peraturan yang jumlahnya tidak kurang dari 30 vaturan, dimulai dari peraturan tingkat 

pusat sampai pada peraturan tingkat daerah. pPeraturan pemerintah tingkat pusat yang 

tertua yang selalu dijadikan dasar dalam kponsideran keputusan dan peraturan lainnya 

di daerah-daerah adalah Hinder Ordonantiep (H. hOh) h1926 htentang hgangguanh, hyang 

hdimuat hdalam hhstaablat nomor 1926 tahun 1926p. 

Kemudian untukp pemungutan pretribusi, biasanya yang dijadikan sebagai salah 

hsatu hkonsideran hutamap hdalam hhsetiap hperaturan htentang hsektor hinformal hhdi hkota hdi 

hdaerah hadalah hundangh-hundangp hdarurat hnomor h12 hhtahun h1957 htentang hpengaturan 

umum distribusi. Dalam hhalp hpemanfaatan htempat hkegiatan hsektor hinformalh, hpada 

hbagian hkonsideran hselalu hditempatkan halasan hketertibanh, hkeamananh, hkelancaran hatau 

hpembinaanh. hBahkan hdalam hkeputusan huntuk hdaerah hditetapkan hdengan 

hmelaksanakan hPeraturan hhDaerah hnomor h126 htahun h1983 hyang hdirumuskan hsebagai 

hhberikut h: h “ hPada humumnya hpedagang hkaki hlima hadalah hgolongan hekonomi hlemah 

hyang hperlu hdibina hlebih hlanjut holeh hpemerintah h “ hRumusan hyang hsenada hdengan hini 

hjuga hterdapat hdalam hberbagai hperaturan hlainnya hyang hmenyangkut hsektor hinformal 

hyang hpada hdasarnya hmemandang hsektor hini hsebagai hobyek hyang hperlu hdibinah, hdan 

hbahkan hsebagai hsubyek hdalam hperekonomian perkotaan. p 

Alasan lain yang selalu disebutkan di dalam konsideran setiap peraturan tentang 

sektor informalh, htermasuk hdi hdalamnya hkegiatan hdi hpasarh, hterminalh, hparkirh, hserta 

hkegiatan kaki lima adalahp keindahan kota, dan pemerataan kesempatan berusaha. 

Namun demikianp peraturan-peraturan tentang penataan tempat tersebut thidak hbanyak 

hmembantu hpelaku kegiatan hsektor hinformalh, hhsebab hhtidak hhlebih hhmenguntungkan hhjika 

hhperaturan htersebut hdibuath. h 

hHalp hlain yang sangat menarik adalah adanya pasal-pasal dalam peraturan 

tersebut, baik peraturan daerah No. 10p tahun 1991, Peraturanp Daerah No. 8 tahun 1992 



dan pada Perda No. 12p tahun 1993p menyebutkan bahwa penunjukanp tempat usaha, 

tempat hatau hlokasi hperpakiranh, hp hserta htata hcara hdan hprosedur hperijinan hdan 

hpengaturan htempat hini hhlebih hbanyak hvdiputuskan holeh hBupatih/Wali kota sebagai 

penguasa tunggal di daerah tingkat II atau dpi kotamadya. 

Cara ppengaturan semacam ini merupakan bentuk lain dari perlakuan yang formal 

sifatnyav dan memberikan kesan seolah-olah semua hsektor hadalah hsebagai hsektor 

hformal hhdan hphampir htidak hada hsektor hinformal hdalam hpengertian hkonsep hsektor 

hinformal hyang hdikenalp hselama hinih, hyakni htidak hada hcampur tangan pemerintah atau 

berada di luar hukum. pp 

Sepertip halnya dengan penataan tempat kegiatan, perijinan untuk melakukan 

kegiatan apapun termasuk kegiatan sektor informal psepenuhnya berada hdi htangan 

hBupatip, sebagai penguasa ptunggal di daerah atau hwali hkota hsebagai hpenguasa hdi 

hdaerah hkotamadya hmasingh-hmasingh, hhdengan hcara hmengajukan hpermohonan htertulis 

hkepada hBupati hatau hWalikota hdi hhdaerahnya hmasingh-hmasing hdan hmelalui hprosedur 

hyang hcukup hpanjangh, dengan relasi khusus seperti hubungan keluarga atau 

persahabatan tetangga dengan pejabat yang bertugas memproses perijinan akan sangat 

membantu mempercepat jangka waktu pemrosesanh. hJika hhubungan hkhusus htidak hada 

hmaka hmereka hpada humumnya hmenciptakan hhubungan htersendiri hdengan hcara 

hmemberikan huang hpelicin hatau huang hlelah hkepada hpetugas hyang hmenangani 

hkepentingan hmerekah. hPada hpelaku hkegiatan hsektor hinformal hyang hberoperasi hdi hpasar 

hdan hsekitarnya hdiatur hsecara hkhusus hdengan hPeraturan hDaerah hmasingh-hmasingh, hyang 

hmana hpenunjukan hlokasi hpasar dan pemakaian tempat diatur oleh Bupati/Walikota. 

Adapun alasannya seperti yang telah diutarakan di atas yaitu untuk menjaga hketertibanh, 

hkeamananh, hkelancaran hserta hhuntuk hmembina hpara hpedagangh. hAlasanh-halasan hseperti 

hitu hmengandung hasumsi hbahwa hpelaku hkegiatan hsektor hinformal hmenyebabkan 

hketidakindahanh, hkemacetanh, hketidaktertiban hdan hsemua hbentuk hnegatif hlainnyah, 

hmeskipun htidak hselamanya hbenar hkarena hkeindahanh, hketertiban hdan hkelancaran 

htergantung hjuga hpada hfaktor hlain hseperti hperencanaan htata hkota hsecara menyeluruh 

dan terpadu dan sektor geografis 

Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Secara yuridis Pasal 5 Undang-Undang 

Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan memberikan hperlindungan hbahwa 

hsetiap htenaga hkerja hberhak hdan hmempunyai hkesempatan hyang hsama huntuk 

hmemperoleh hhpekerjaan hdan hpenghidupan hyang hlayak htanpa hmembedakan hjenis 

hkelaminh, hsukuh, hrash, hagamah, hhdan aliran politik sesuai dengan minat dan kemampuan 

tenaga kerja yang bersangkutan, termasuk perlakuan yang sama terhadap para 

penyandang cacat. Sedangkan Pasal 6 hmewajibkan hkepada hpengusaha huntuk 

hmemberikan hhak hdan hkewajiban hpekerjah/hburuh htanpa hmembedakan hjenis hkelaminh, 

hsukuhh, hrash, hagamah, hwarna hkulith, hdan haliran hpolitikh. hPerlindungan htenaga hkerja hdapat 

hdiklasifikasikan hmenjadi htiga hmacamh. hPerlindungan hsecara hekonomish, hyaitu 

hperlindungan hpekerja hdalam hbentuk hpenghasilan hyang hcukuph, htermasuk hbila htenaga 

hkerja htidak hbekerja hdiluar hkehendaknyah. hPerlindungan hsosialh, hyaitu hperlindungan 

htenaga hkerja dalam bentuk jaminan kesehatan kerja, dan kebebasan berserikat dan 

perlindungan hak untuk berorganisasi. Perlindungan teknis, yaitu perlindungan tenaga 

kerja dalam bentuk keamanan dan keselamatanh. hSelain hperlindungan htenaga hkerja hdi 

hatash, hterdapat hperlindungan hlain hterhadap hpekerja hyaituh: hNorma hKeselamatan hKerjah, 

hmeliputi hkeselamatan hkerja hyang hbertalian hdengan hmesinh, halath-halat hkerja hbahan hdan 



hproses hpengerjaanh, hkeadaan tempat hkerjah, hlingkungan hserta hcara hmelakukan 

pekerjaanh. h 

hLandasan hHukum hKetenagakerjaan h1h) hUndang-hUndangTahun h1945 hah) Pasal h27 h 

( h2 h) hSetiap hwarga hnegara hberhak hatas hpekerjaan hdan hpenghidupan hyang hlayak hbagi 

hkemanusiaan. b) Pasal 28 Berserikat & berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan 

lisan/tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang. 2) Undang-Undang 

Nomor 18 Tahun 1956 tentang persetujuan konvensi ILO No. 98 (1949); htentang 

hberlakunya hdasarh-hdasar hdari hhak huntuk hberorganisasi hdan huntuk hberunding hbersamah. 

h3h) hUndangh-Undang Nomor 1 Tahun 1970; tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja. 

Pada kasus itu, para sopir berdalih memiliki hubungan kerja karena unsur-

unsurnya terpenuhi.adanya pekerjaan berupa mengemudikan truk dan container ke 

tujuan yang telah hditunjuk hperusahaanh, hp hupah hberupa hgaji pokok setiap bulan hdan 

perintah hberupa hkewajiban untuk mengantar hbarang sampai tujuanh.sementara 

perusahaan hberpendapat sebaliknya. hTidak ada pekerjaan hkarena pekerjaan 

digantungkan hpada order pengiriman dari customer perusahaan, htidak ada upah karena 

pendapatan hsopir dihitung dengan komisi hdan diterima setelah hselesai mengirim barang 

hdan tidak ada perintah karena yang hmemerintah adalah customer/pengguna jasa 

hpengiriman. Oleh karena peraturan di hbidang ketenagakerjaan tidak menjelaskan lebih 

hlanjut unsur hubungan kerja, hmaka penting untuk melihat bagaimana hpandangan 

pengadilan terhadap ketiga hunsur tersebut.pada putusan hMahkamah hAgung hNomor 

h841 hhKh/hPdth. hSush/2009 dalam perkara antara sopir taksi hdan hperusahaan taksi misalnya. 

Dalam perkara itu MA hmenyatakan htidak hhada hunsur hupah hkarena hpara hsopir htaksi 

hhanya hmenerima hkomisih/hpersentaseh. hSelain hituh, htidak hada hunsur hperintah hkarena 

hsopir htaksi hdiberi hkebebasan hmencari hpenumpangnya hshehnhdhihrih. hSebaliknyah, hphada 

hputusan hMhahkamah hAgung hNomor h276 K/Pdt.Sus/2013 dalam perkara antara 

perusahaan di bidang logistik dan sopir.dalam perkara itu MA mengamini putusan 

tingkat sebelumnya yang menyatakan ada hubungan hkerja hantara hperusahaan hdan 

hsopir hhtersebut.alasannya adalah adanya unsur pekerjaan karena sopir hanya 

mengangkut muatan yang disediakan perusahaan.bukan disediakan/dicari sendiri oleh 

sopir.dari dua hputusan hMahkamah hAgung hdi hatas hdapat hditarik hkesimpulan hmengenai 

hhunsur-unsur hubungan kerja sebagai berikut: a. Pekerjaan: unsur ini terpenuhi jika 

pekerja hanya melaksanakan pekerjaan yang sudah diberikan perusahaan. b. Upah: 

hunsur hini hhterpenuhi hjika hpekerja hmenerima hkompensasi hberupa huang htertentu hyang 

hbesar hjumlahnya htetap hdalam hperiode htertentuh. hBukan hberdasarkan 

hkomisih/hphehrsentaseh. h hch. hPerintah: unsur ini terpenuhi jika pemberi perintah kerja 

adalah perusahaan. Bukan atas inisiatif pekerja. 

Fenomena ojek online, para pengemudi ojek ini tidak mendapatkan gaji hdari 

hperusahaan haplikasi hjustru hpara hpengojek hharus hmembagi h10 hhingga h20 hpersen 

hphendapatannya hkhe hperusahaanh. Berapa hpendapatan hpengojek htergantung hseberapa 

hbanyak hpenumpang hyang hbisa hia hantarh. hPerintah hmengantar hpenumpang hjuga htidak 

hdatanpg hdari hperusahaanh, hmhelainkan hdari hpenumpang hdan htentu hatas hkesediaan 

hpengojekh. hdalam hkondisi hitu hterlihat htidak hadap hunsur hhubungan hkerja hpada hrelasi 

hpengojek hdan hperusahaanp hpenyedia haplikasih. hHukum hpadalah hsistem hyang hterpenting 

hdalam hphelaksanaan atas rangkaianp kekuasaan kelembagaan dari bentuk 

penyalahgunaan kekuasaan dalam bidang politik, ekonomi dan masyarakat dalam 

berbagai cara dan bertindak, sebagai perantara utama hdalam hhubungan hsosial hantar 



hmasyarakat hterhadap hkriminalisasi hdalam hhukum hppidanah, h hhukum pidana hyang 

hberupayakan hcara vnegara vdapat hmenuntut hpelaku hdalam hpkonstitusi hhukum 

hmenyediakan hkerangka hkerja hbhagi hpenciptaan hhukumh, hperlindunganp hhvak hasasi 

hmanusia hdan hmemperluas kekuasaan politik hsertav cara hperwakilan merekap yang akan 

dipilih. 

Administratifp hukum digunakan untuk meninjau kembali pkeputusan dari 

pemerintah, hsemepntara hhukum hihnhternasionalv mengatur persopalan antara berdaulat 

negara dalam kegipatan hmulai hdari hperdagangan hlingkungan hpperaturan hatau htindakan 

hmiliterh. hfivlsuf hAristotle hmenyatakan hbahwa v"Sebuah supremasi hukum akan jauh 

lebih bapik dari pada dibandingkan dengapn peraturan tirani yang meravjalela. Untuk 

dapat menempatkan segala hpermasalahan hsepsuai hdengan hporsinyah, hsetiap horang hharus 

hmengikuti hhukum hyang hberlakuph. 

hPerlindungan hHukum hTerhadap hPekerja hSecpara yuridis Pasal 5 Undang-Undang 

Nomor 13 Taphun 2003 tentang Ketenagakerjaan mpemberikan perlindungan bahwa 

setiap tenpaga hkerja hberhak hdan hmempupnyai hkesempatan hyang hshama huhntuk 

memperoleh pekerjaan hdpan hpenghidupan hyang vlvayak tanpa hmempbedakan hjenis 

hkelamin, hsuku, hras, hagamah, dan halirapn politik sesuai hdengan minat hdan hkemampuan 

tenapga kerja yang bersangkutan, hteprmasuk hperlakuan hyang hsama terhadap hpara 

hpenyandang hcacat. Sevdangkan Pasal 6 mewajibkan kepada hpepngusaha huntuk 

hmemberikan hhak dan kewajiban ppekerja/buruh tanpa hmembedakan hjenis hkheplaminh, 

hsukuh, hrash, hhagamah, hwarna hkulith, hdanp haliran hpolitikh. hPerlindungan htenaga hkerja hdapat 

hdiklasifikasikan hhpmenjadi htiga hmacamh. hPerlindungan hsecara hekonomisph, hyaitu 

hperlindungan hhpekerja dalam bentuk penghasilan yang cukup, termasuk bila tenaga 

kerja tidak bekerja diluar kehendaknya. Perlindungan sosial, yaitu perlindungan vtenaga 

hkerja hdalam hbentuk hjaminan hkesehatan hkerjah, hdan hkebebasan hberserikat hdan 

hperlindungan hhak huntuk hberorganisasih. hPerlindungan hteknish, hyaitu hperlindungan 

hhtenaga hkerja hdalam bentuk keamanan dan keselamatan. Selain perlindungan tenaga 

kerja di atas, terdapat perlindungan lain terhadap pekerja yaitu: Norma Keselamatan 

Kerja, meliputi keselamatan kerja yang bertalian dengan mesin, alat-alat kerja bahan dan 

proses pengerjaan, keadaan tempat kerja, lingkungan serta cara melakukan pekerjaan. 

Undang-Undang Ketenagakerjaan Bab XI : Pasal 158 : 1) Setiap tenaga hkerja hyang 

hbekerja hdi hdalam hhubungan hkerja hsektor hinformal hdan hdi hluar hhubungan hkerja hberhak 

huntuk hmemperoleh hjaminan hsosial htenaga hkerja h2h) hJaminan hhsosial tenaga kerja 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dpilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undanpgan yang berlaku. Pasal h159 h: hp h1h) hSetiap htenaga hkverja hyang hbekerja 

hdi hvdalam hhubungan hkeprja hsektor hinformal hdan hdpi hluar hhubungan hkerja hberhapk 

huntuk hmemperoleh hkpeselamatan hkerjap hdalam hmelakvukan hpekerjaanh. h2h) 

hKepselamatan hkerja hsebagaimanap hdimaksud hpada hhayat (p1), dilaksanakan sepsuai dengan 

ketentuan pperaturan perundang-undpangan yang berlaku. Pasal 160 : 1) hPembpinaan hdan 

hpengembangan htherhpadap htenaga hkerja hyangp hbekerja hdi hdalam hhubungan hkerja hsepktor 

hinformal hdan hdi hluar hhubungapn hkerja hdilakukan holeh hMenterpihh. h2h) hDalam hmelakukan 

hpembinaan hdan hpengembangan hsebpagaimana hdimaksud hpada hayat hp h (h1h), Menteri 

dapat mengikutsertakan dunia usaha dpan masyarakat. 3) embinaan dan pepngembangan 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1)v, dilaksanakan dengan : h (hah) hmpemasyarakatkan 

dan membudayakan htenaga vkerja hbekerja hmandirih; h (b) hmeningkatkan hketerampilan 

hteknis dan hmanajerial htenaga hkerja hmandirih; h (c) peningkatan hketerampilan hdan 



hkeahlian hkerja hmelalui hlembaga hpendidikan hdan hpelatihanh, hserta konsultasi bagi 

tenaga kerja bekerja mandiri; (d) menyediakan tenaga penyuluh. 4h) hPembinaan hdan 

pengembangan hsebagaimana hdimaksud hpada hayat h (h1) diarahkan untuk perlindungan 

dan peningkatan kesejahteraan tenaga kerja yang bekerja di hdalam hubungan hkerja 

hsektor hinformal hdan hdi hluar hhubungan hkerjah. 5) hKetentuan hmengenai htata hcara 

hpembinaan hdan hpengembangan hserta hperlindungan hdan hpeningkatan hkesejahteraan 

htenaga hkerja hyang hbekerja hdi hdalam hhubungan hkerja hsektor hinformal hdan hdi hluar 

hhubungan hkerja vdiatur hovleh hMhenteri 

5. Penutup 

Pelaksanaan perlindungan hukum terhadap pekerja informal hDi hIndonesia, 

hterutama hyang hmenjadi hkorban heksploitasi hekonomih, hmaka hdapat hdiambil hkesimpulan 

hbahwa hdi hIndonesia htelah hmemiliki hbeberapa hperaturan hperundangh-hundangan hyhahng 

mengatur secara tegas mengenai perlindungan hukum bagi pekerja informal agar tidak 

menjadi korban eksploitasi ekonomi hyaitu hantara hlain h: h1h) Penyebarluasan dan/atau 

sosialisasi ketentuan peraturan perundang- undangan yang berkaitan dengan 

perlindungan pekerja informal  yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau hseksualh. h2h) 

hPemantauan, pelaporan, dan pemberian sanksi terhadap orang yang melakukan 

kegiatan eksploitasi ekonomi terhadap pekerja informal. 3) Pelibatan berbagai instansi 

pemerintah, perusahaan, serikat pekerja, lembaga swadaya masyarakat dan hjuga 

hmasyarakat hdalam hpenghapusan heksploitasi hterhadap hpekerja hinformal hsecara 

hekonomi dan/atau seksual. 4) Peraturan Perundang-undangan yang mengatur 

mengenai perlindungan terhadap terutama korban eksploitasi ekonomi antara lain : 1) 

Undang-undang pDasar Negara Republik Indonesia Pasal 28B ayat(2), 2p) Undang-

undang Nomor 39 Tahun 1999 ptentang Hak Asasi Manusia Pasval 64, 3) Undang-

unpdang Nomor 21 Tahun 2p007 tentang Pemberantasan pTindak Pidana Perdagangan 

Orang 

Sepbagai bagian akhivr dari penulisan hukpum ini, penulis memberikan saran 

sebagai beripkut : 1) Memperbanyak sosialisaspi kepada masyarakatp terutama di 

lingkungan-lingpkungan yang rawan eksplovitasi khususnya terhadap pekerjpa informal 

yang mepmpunyai dampak merugikanv. 2) Pemerintah pmaupun masyarakat 

diharapvkan lebih memperhatikanv hak-hak pekerjap informal dan pjuga lebih 

menvgefektifkan aturan-aturan pverundang-undangan yapng telah ada. 3) 

Mpemberdayakan paratur negara vdan lembaga-lembaga swapdaya masyarakat agpar 

lebih konsisvten untuk menpgawasi dan mendapmpingi pelaksavnaan hak-hak pekerjap 

informal. 4) p Pemerintah diharapkavn juga melakukan perbaikan ekonopmi sebagai 

upaya peningkatan kesejahtperaan masyarakat, sehingga dapat mengurangi angka 

kemiskinan 

 v
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